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Topics 2015 Rank 2016 Rank Change in Rank

Starting a business 163 173 -10

Dealing with 
construction 
permits

110 107 3

Getting electricity 45 46 -1
Registering 
property

131 131 No change

Getting credit 71 70 1
Protecting investors 87 88 -1

Paying taxes 160 148 12
Trading across
borders

104 105 -1

Enforcing contracts 170 170 No change

Resolving 
insolvency

73 77 -4

*)  Peringkat  dari  185  negara.  Sumber:  www.doingbusiness.org



Sumber: Bank Dunia, 2013
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Indikator Sasaran Satuan
Tahun dan Perkembangan Capaian Target 

RPJMN 
2010-
2014

2010 2011 2012 2013

Sasaran 1 : 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
yang Bersih dan 
Bebas KKN

IPK 28 30 32 32 50

Opini WTP BPK 
atas LKKL (Pusat) 56,41% 77	  % 74% n.a 100%

Opini WTP atas 
LKPD (Daerah) 3% 9% 16% n.a 60%

Sasaran 2 : 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik

Integritas Pelaya-
nan Publik (Pusat) 6,16 7,07 6,86 7,	  37 8.0

Integritas Pelayan-
an Publik (Daerah) 5,26 6,00 6,32 6,82 8.0

IKM atas 
Pelayanan Publik 60 76,6 83, 2 n.a 85

Jumlah PTSP di 
Daerah 394 420 444 467 530

Target Capaian RB



Target Capaian RB

Indikator Sasaran Satuan
Tahun dan Perkembangan Capaian Target 

RPJMN 
2010-
2014

2010 2011 2012 2013

Sasaran 3 : 
Kapasitas dan 
Akuntabilitas 
Kinerja Birokrasi

Indeks Efektivitas 
Pemerintahan -0,26 -0,19 -0,24 n.a 0,5

Instansi Pusat yg 
Akuntabel 63,29 % 82,93 % 95,06 % 94, 04% 100%

Instansi Provinsi 
yg Akuntabel 31,03 % 63,33 % 75,76 % 84,84	  % 80%

Instansi Kab/Kota 
yg Akuntabel 8,77% 12,78% 24,20% n.a 60%

Instansi Pusat yg 
Melaksanakan RB 14% 16% 40% 66,66% 100%

Instansi Daerah yg 
Melaksanakan RB - -

33 Prov
33 Kab, 
33 Kota 
(Pilot)

n.a
100% Prov,

60% 
Kab/Kota



Sangat mungkin!! 
Salah satunya dengan

penyempurnaan proses bisnis
yang tercermin dalam

pelaksanaan SOP, SP & SPM



NO AREA PERUBAHAN KONDISI DIHARAPKAN

1 POLA PIKIR & BUDAYA KERJA Birokrasi dengan integritas & kinerja tinggi

2 PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif

3 ORGANISASI Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran

4 TATALAKSANA Tatalaksana jelas, efektif, efisien, terukur dan 
sesuai prinsip good governance

5 MANAJEMEN SDM APARATUR SDM apatur berintegritas, netral , kompeten, 
capable, profesional, berkinerja tinggi dan 
sejahtera

6 PENGAWASAN Penyelenggaraan pemerintahan bersih dan 
bebas KKN

7 AKUNTABILITAS Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi

8 PELAYANAN PUBLIK Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan 
harapan masyarakat



Standar Pelayanan Minimal  (SPM)
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal.
Standar Pelayanan (SP)
suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.
Standard Operating Procedures (SOP)
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan



•Pro  status  quo  
karena kondisi saat
ini sangat
menguntungkannya

Tidak mau
berubah

•Tidak memahami
atau Khawatir akan
perubahan
mengakibatkan
kerugian baginya

Ragu  untuk
berubah

•Kelompok
reformis yang  
dapat menjadi
Agen-‐agen
pembaharu

Menghendaki
Perubahan



1. Setiap instansi pemerintah sampai dengan 
unit yang terkecil memiliki dan 
melaksanakan SOP masing-masing dan 
dapat memenuhi target SP. 

2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan 
pemerintahan; 

3. Ketertiban dalam penyelenggaraan 
pemerintahan; 

4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat.



SPMSPSOP
•KONSTITUSI
•KEBUTUHAN & 

TUNTUTAN 
PUBLIK

TUGAS PEGAWAI NEGERI

INPUT OUTPUTPROSES

UMPAN 
BALIK

UMPAN BALIK





Keterkaitan SOP, SP dan Pelayanan Publik





No Jenis Pelayanan 
Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu 
Pencapaian 

(Tahun)

Satuan 
Kerja/Lembaga 

Penanggung 
Jawab

Indikator Nilai 

I. Pelayanan 
Dokumen 
Kependudukan

1. Cakupan penerbitan
Kartu Tanda 
Penduduk (KTP)

100% 2011 Dinas 
Kependudukan

2. Cakupan penerbitan
akta kelahiran

100% 2011 Dinas 
Kependudukan

II. Pemeliharaan 
Ketentraman dan 
Ketertiban 
Masyarakat

1. Cakupan petugas 
Perlindungan 
Masyarakat (Linmas) 
di Kabupaten/ Kota 

50% 2015 Dinas Trantib

2. Tingkat penyelesaian 
pelanggaran K3 
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) di 
Kabupaten/ Kota

70% 2010 Dinas Trantib

Permendagri No. 62/2008



No. Komponen Uraian

1. Dasar Hukum

2. Persyaratan

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

4. Jangka waktu penyelesaian

5. Biaya/tarif

6. Produk Pelayanan

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8. Kompetensi pelaksana

9. Pengawasan internal

10. Penanganan pengaduan

11. Jumlah Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

13. Jaminan Keamanan

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

15. (Komponen tambahan bila perlu)

A. Pendahuluan
[Gambaran umum tugas dan fungsi unit pelayanan]

B. Standar Pelayanan
Jenis Pelayanan ......................................................

Kepala SKPD
.......................

[Nama]

Contoh Dokumen SP
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CONTOH DOKUMEN SOP




